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PUTUSAN

Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Pkb

[P

A
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

_, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 19 Desember 1994 (umur 28 tahun),
agama lIslam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3,
tempat kediaman di _ Kab. Banyuasin, Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Edi Ariyansyah, SH,
beralamat Jalan Bay Pass Alang-Alang Lebar Ruko No.
A6 Pasar KM 12 Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan
surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No.
688/SK/XI/2023/PA.Pkb  bertanggal 27 November
2023, sebagai Penggugat;

melawan

_, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 01 Januari 1997 (umur 26 tahun),
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di _ Kabupaten Banyuasin, sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2023
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 1013/Pdt.G/2023/PA.Pkb,
tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri
sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 2020 dan telah dicatatkan di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Telang, Kabupaten
Banyuasin, Propinsi Sumatera selatan dengan bukti Kutipan Akta Nikah
Nomor: _, tanggal 03 November 2023;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal
dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat
beralamat di _ Kab. Banyuasin;

3. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan
Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak

yang Bernama :

3.1. _ (Laki-laki), berumur : 2 tahun 8 bulan dan sa'at ini berada dalam

asuhan Penggugat;

4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat hidup rukun dan harmonis;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis,
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan juni 2020 mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan pernah terjadi
tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

6. Bahwa, Sebagai isteri Penggugat telah berupaya sedemikian rupa
untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut

sepertinya semakin sulit terwujud,;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan

rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya.
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Puncaknya pada bulan Mei tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami lagi

terhitung selama dua (2) tahun lima (5) bulan;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Rumah
Kediaman orang tuanya sendiri atau rumah yang ditempati bersama setelah
menikah tepatnya di _, sedangkan Tergugat tinggal di Rumah Kediaman
Orang tuanya juga yang berada di Desa Upang Ceria Kecamatan Muara
Telang;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan
Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya
kepada Penggugat;

10.  Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi,
cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar
sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat
tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk
bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden
Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

12.  Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan
sebanyak 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut di atas, dan oleh
karena anak-anak tersebut masih belum dewasa dan atau belum
mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam, Penggugat adalah sebagai ibu yang lebih berhak untuk

memperoleh hak pengasuhan (hadhanah) terhadap anak-anak tersebut,
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sehingga menurut hukum hak pengasuhan (hadhanah) patut diberikan

kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Pangkalan Balai cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (_) terhadap

Penggugat (_);

3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat

yang bernama:

3.1. _ (Laki-laki), berumur : 2 tahun 8 bulan Berada pada hak pengasuhan
(hadhanah) Penggugat, sampai anak-anak tersebut dewasa atau

mandiri;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan
yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Paangkalan Balai berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita

Acara Sumpah Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam
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surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai

sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat

didengarkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:

1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor _ atas nama Penggugat
tertanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muara Telang
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor _ Tanggal 03
November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ atas nama _ tertanggal 14
Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi
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meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ atas nama Kepala Keluarga _
tertanggal 14 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. _, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman
Penggugat sejak 2016;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 18 Juni 2020 di KUA Muara Telang Kabupaten Banyuasin

Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat

tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak, yang bernama al farruq berusia 3 tahun,

ikut dengan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak 1 (satu) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah

sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi

mengetahui dari pengaduan orangtua Penggugat;
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- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah kasih nafkah dari
awal menikah, setahu saksi Tergugat memang tidak bekerja dan
untuk memenuhi kebutuhan Penggugat yang bekerja sebagai
bidan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai dari pihak

keluarga untuk Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan

rumah tangganya namun tidak berhasil;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2
(dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak

pernah bersama lagi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai

suami isteri;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat di rawat

dengan baik oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat orangnya baik, mampu untuk mendidik anaknya,

dan Penggugat juga bekerja sebagai bidan;

- Bahwa, lingkungan tempat tinggal Penggugat merupakan lingkungan
yang bagus;

Bahwa Penggugat merupakan orang tua yang sayang dengan anak;

Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anak Penggugat dan

Tergugat;

2. _, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
_, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri yang sah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

orangtua Penggugat selama pernikahan sampai berpisah;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama al farruq
berusia 3 tahun, ikut dengan Penggugat;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6
(enam) bulan setelah menikah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua)
tahun lebih sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung

Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi,
Tergugat tidak kerja sehingga tidak kasih nafkabh;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat namun tetap tidak
berhasil, saksi sudah tidak sanggup menasihati Penggugat dan
Tergugat lagi;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat dirawat

dengan baik oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat sayang kepada anak, tidak pernah keluar

malam, tidak pernah melakukan tindak pidana;
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- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan saat ini;

- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
merupakan lingkungan yang bagus;

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak Penggugat

dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan
mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara
ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-
orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Edi
Ariyansyah, SH, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus
yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No.
688/SK/X1/2022/PA.Pkb bertanggal 27 November 2023, Majelis Hakim menilai

bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Penggugat juga mampu
menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara
sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim menilai kuasa hukum
Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa
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beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4
dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan
mana Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan
yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh
karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat

diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana
dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta
Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian
Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar
bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat
tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini
adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun
dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran selain
itu Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak atas anak yang

bernama _ bin _;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak
memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut
hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui
dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan
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mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul

Qur an, Juz 2, halaman 45 :

o ¥ Wl g0 oy (b8 neliad) p8s e (S (I e e

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka
dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata
khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka
berdasarkan azas lex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Tergugat
dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah

menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana
Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk a.n
Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang
bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta
otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di
wilayah Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan
Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan
pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga
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Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan
mengadili gugatan Penggugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta
Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai
pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), dengan
demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang telah menikah sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal

standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta
Kelahiran) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), ternyata adalah akta autentik,
karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig)
dan mengikat (bindende), dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat telah hidup bersama dan dikaruniai seorang anak yang bernama
Abdullah Rasyid Ramadhan, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat
mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah
orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah
sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana
diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar
keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan
bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat
dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga pun sudah berusaha
merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa perihal dalili Penggugat mengenai adanya
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi 1
Penggugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara
langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan
penyampaian Penggugat kepada saksi 1 (testimonium de auditu), terhadap
kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya
dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi
yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga
adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian auditu secara eksepsional dapat diterima sebagai alat
bukti permulaan (begin van bewijs), jika keterangan yang diberikan oleh saksi
de auditu tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat
langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini.
Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka

keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal dalili Penggugat mengenai adanya
pertengkaran, saksi 2 Penggugat tersebut telah memberikan keterangan
berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan
cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya
patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat
dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim
telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah
yang menikah dan tercatat di KUA Muara Telang Kabupaten Banyuasin

Provinsi Sumatera Selatan;
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- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak, bernama _ bin _ lahir pada tanggal 14 Maret
2021, umur 2 tahun 9 bulan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun setelah Penggugat dan

Tergugat menikah;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi;

- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah

berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar

rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat

dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat merupakan orang yang baik dan tidak pernah

melakukan perbuatan tercela dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas,

Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak
berhasil;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak, bernama _ bin _ lahir pada tanggal 14 Maret 2021,

umur 2 tahun 9 bulan;
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- Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah

melakukan tindak pidana atau tindakan tercela lainnya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage)
dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan
harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal
dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang
kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan
antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal
(Scheiding van tafel end bed), serta upaya damai yang dilakukan oleh
Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini
adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat
sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam

membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-
menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup
rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan
batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat
dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan
dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak
diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah
lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan gaidah fighiyyah yang
berbunyi:

-1 P . AF g It sac
E:JL.a.Llu.l:- e pdas el 255
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Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada

meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga
seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan
Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai
dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka
tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan

dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri

ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratan tersebut lewat jalur perceraian

sebagaimana kaidah hukum Islam ‘9% 334" hahwa segala kemudaratan dan
penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya
esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan
tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada
harapan rukun kembali sebagai suami istri (broken marriage), yang mana
sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996,
tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak
perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh
untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah
terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan
oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli
fikih dalam kitab Al-lgna juz Il halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat
Majelis sebagai berikut:

mhuﬁbm\@b@hkg.)‘g}a;‘gji\u‘;ex L5 131
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Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka

hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai
atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah

sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’'da dukhul) dan belum pernah
bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba’in Sughro;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan
gugatan assesoir terkait Hak Asuh Anak yang bernama _ bin _ lahir pada
tanggal 14 Maret 2021 (umur 2 tahun 9 bulan) yang mana Penggugat
menginginkan agar anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan
Penggugat;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha
Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia
seutuhnya, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat
khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada
masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial,dan
berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-
haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum
dalam pertimbangan huruf b, ¢, dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak;
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Menimbang, bahwa hadhanah merupakan hak anak (mahdun), maka
dalam pemeliharaan anak (hadhanah) kepentingan atau kemaslahatan anak
menjadi hal utama, bukan hanya melihat siapa yang lebih berhak untuk
memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih
melihat sisi mashlahat yang akan didapatkan anak dalam masa

pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah
harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan
huruf (b) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta
persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan
mengutamakan kepentingan anak karena pada prinsipnya hak hadhanah
(pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari

segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya
adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1)
dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “bahwa
kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua
orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua
putus”, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus
hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak
hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban

akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa masing-masing orangtua baik ayah dan ibunya
memiliki potensi untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus
mempertimbangkan orangtua mana yang memiliki potensi bagi kepentingan
terbaik anak, maka dialah yang harus diserahi tanggung jawab hadhanah atas

anaknya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama _ bin
_ lahir pada tanggal 14 Maret 2021 (umur 2 tahun 9 bulan), Penggugat
menginginkan agar anak tersebut berada dalam pemeliharaannya dan
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berdasarkan gugatan yang menjadi fakta di persidangan bahwa anak tersebut

dikategorikan belum mumayyiz atau masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah,
pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat
tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga dipandang dari segi
kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada
dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih

sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir
dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah
hak ibunya, hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Yang artinya :

“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah
SWT. akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian”. (HR.
Abu Tirmizi).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil
yang ada dalam kitab Kitab Bajuri juz Il halaman 195 yang diambil alih menjadi

pendapat Majelis Hakim yaitu :

aiilasy 3> 48 3l lgie olg aizgy S JI 36 13)s

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia
mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih

berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta jika Penggugat
mempunyai sikap yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana, Penggugat
juga mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Penggugat
dan Tergugat dengan tetap memberikan kasih sayang dan pengawasan kepada
anaknya tersebut, serta lingkungan keluarga dan tempat tinggal yang baik bagi

tumbuh kembang anak;
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Menimbang, bahwa selain itu dalam fakta persidangan, diketahui jika saat
ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat dalam
keadaan baik dan sehat serta terdidik. Penggugat pun kesehariannya memiliki
pekerjaan sehingga Penggugat mampu menghidupi dan memenuhi kebutuhan
anak tersebut. Begitupun lingkungan sekitar yang baik yan menunjang tumbuh
kembang yang baik untuk anak. Berdasarkan keterangan saksi-saksi pun
Penggugat merupakan orang yang baik dan sayang terhadap anaknya dan
tidak pernah melakukan kejahatan sehingga bisa menjadi contoh untuk
membentuk sikap dan perilaku anak kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan
diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut,
sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk
mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan
Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, maka gugatan
Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama
bernama _ bin _ lahir pada tanggal 14 Maret 2021 (umur 2 tahun 9 bulan)
berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (hadlanah) anak
Penggugat dan Tergugat yang bernama _ bin _ lahir pada tanggal 14 Maret
2021 (umur 2 tahun 9 bulan), telah diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim
dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak,
memberikan penekanan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses
seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila
Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-
luasnya kepada Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk
mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadlanah) hal mana sejalan
dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama
angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017,

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7
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tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil
syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (_) terhadap
Penggugat (_);
4. Menetapkan anak yang bernama _ bin _ pada tanggal 14 Maret 2021
(umur 2 tahun 9 bulan) berada dibawah pengasuhan (hadhanah)
Penggugat dengan tetap memberikan akses seluas — luasnya kepada
Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Fitria Saccharina
Putri, S.H.l sebagai Ketua Majelis, Nita Rishawati, S. Sy., M.H. dan Lia
Rachmatilah, S. Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, bertepatan
dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Desi
Kuskiki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat secara e-Litigasi;

Ketua Majelis,

D.T.O

Fitria Saccharina Putri, S.H.I
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,
D.T.O D.T.O
Nita Risnawati, S. Sy., M.H. Lia Rachmatilah, S. Sy

Panitera Pengganti,

D.T.O
Desi Kuskiki, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
'Rp 30.000,00
a. Penda :Rp 20.000,00
ftaran 'Rp 10.000,00
b. Pangg
ilan
Pertama
P&T
c. Redak
si
2. Biaya :Rp 100.000,00
Proses
(ATK)
3. Pangg :Rp 42.000,00
ilan
:Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)
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